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  ABSTRAK :   -    bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 

33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha 

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah, serta menindaklanjuti Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan 

bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada pihak 

ketiga sebagai pengeluaran pembiayaan  dan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan pembangunan perekonomian serta peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan 

penyertaan modal pada PT. Bank Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk 

Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Pidie Jaya pada PT. Bank Aceh.   

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 

Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 

Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 

Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 25 

Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 23 

Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Qanun Aceh 

Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008; 

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2015. 

 

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan 

Tujuan, Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh, Persyaratan 

Penyertaan Modal, Pertanggungjawaban, Hasil Usaha, Divestasi, Pengawasan, 

Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 7 Maret 2016. 

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan 

dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

- Penjelasan : 2 hlm 



 

 


